BAB VI

KETERTIBAN UMUM
Ajaran mengenai ketertiban umum ini memang merupakan salah satu bagian terpenting daripada HPI dan telah dianggap sebagai salah satu fundamen atau rukun daripada seluruh bangunan HPI.

Masalah ketertiban umum ini dianggap penting oleh karena lembaga ketertiban umum ini mempunyai sangkut-paut yang erat dengan paham-paham asasi dan dasar-dasar HPI. HPI diperkenalkan sebagai hukum untuk memperlakukan unsur-unsur asing. (Rechtstoepassingsrecht).

Jika oleh HPI kita telah ditentukan bahwa hukum asing harus diperlakukan, hal ini tidak berarti bahwa selalu dan dalam semua hal harus dipergunakan hukum asing ini.

Jika pemakaian dari hukum asing ini berarti suatu pelanggaran yang sangat daripada sendi-sendi asasi hukum nasional hakim, maka dalam hal-hal pengecualian, hakim dapat menyampingkan hukum asing ini.

Fungsi daripada lembaga Tibum adalah seolah-olah suatu ”rem darurat”. Pemakaiannya juga harus secara hati-hati dan seirit mungkin. Penyalahgunaan daripada rem darurat ini diancam dengan hukuman. Jika kita terlalu banyak mempergunakan lembaga Tibum, berarti bahwa kita akan selalu memakai hukum nasional kita sendiri, pada hal HPI kita sudah menentukan dipakainya hukum asing. Dengan demikian maka tidaklah dapat berkembang HPI ini. Hanya jika hukum asing yang sebenarnya harus dipakai menurut ketentuan HPI kita sendiri maka hukum asing ini yang bersifat ”menusuk dengan sangat” perasaan keadilan asasi dan sendi-sendi fundamentil dari sistem hukum dan tata usaha masyarakat hakim, maka secara pengecualian hukum asing ini dapat dikesampingkan.
Lembaga Tibum ini seyogyanya hanya dipakai sebagai suatu tameng dan tidak sebagai suatu pedang untuk menusuk hukum asing ini. Dengan lain perkataan fungsinya hanya defensif, hanya sebagai perlindungan, tidak supaya secara aktif kita mentiadakan pemakaian hukum asing ini. Karena apabila kita hendak selalu memakai lembaga Tibum ini, hasilnya ialah bahwa hukum nasional kitalah yang selalu akan dipergunakan. Jika demikian halnya, maka tidak ada tempat sebagai perkembangan HPI dan penyelesaian dari soal-soal HPI dengan selalu memakai hukum nasional, tentunya tidak akan memberi kepuasan rasa keadilan dari orang-orang yang bersangkutan. Kita harus memakai lembaga Tibum ini ”as a shield, not as a sword”.

Pengertian tentang Tibum ini mempunyai hubungan dengan dasar pokok HPI yang mengedepankan prinsip persamarataan dan persamaan penghargaan antara semua stelsel-stelsl hukum yang dipertautkan pada suatu peristiwa HPI. Baik hukum sendiri maupun hukum asing adalah sama nilainya: ”berdiri sama tinggi, duduk sama rendah”.
Hanya jika pemakaian hukum asing ini dalam hal-hal tertentu sebagai pengecualian dirasakan sebagai terlalu menusuk dapat dikesampingkan pemakaian daripada hukum asing ini. Hukum asing ini harus benar-benar ”manifestement incompatible” untuk meminjam kata-kata dari konvensi-konvensi HPI Den Haag pada waktu akhir-akhir ini.

Konsepsi Tibum terikat pada faktor tempat dan waktu. Jika situasi dan kondisi berlainan, paham-paham Tibum juga berubah-ubah.

Public policy ini mempunyai hubungan erat dengan pertimbangan-pertimbangn politis. Boleh dikatakan bahwa policy making memegang peranan yang penting dalam pengertian ini.

1. Contoh-contoh

(I) Masalah perbudakan

Kita di Indonesia memakai prinsip nasionalitas untuk status personil. Menurut pasal 16 AB maka juga untuk status personil dari orang asing yang berada di Indonesia secara analogis akan dipakai pula hukum nasional mereka. Jika misalnya terdapat orang-orang asing ini yang negara nasionalnya masih agak terbelakang dan masih mengakui perbudakan seperti di negara-negara Afrika yang masih terpencil, maka apabila antara orang-orang asing ini timbul persoalan hukum di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta mengenai hubungan budak-majikan dan penggugat menuntut supaya tergugat sebagai budaknya dinyatakan harus tetap bekerja seluruhnya untuk pihak majikannya yang juga mengenai semua hasilnya. Maka pihak hakim kita walaupun menurut kaidah-kaidah HPI Indonesia harus memakai kaidah-kaidah hukum nasional dari WN Afrika bersangkutan, tidak akan mempergunakan hukum ini. Hal itu dianggap bertentangan dengan sendi-sendi asasi daripada sistem hukum kita dan falsafah negara Pancasila yang bersila Kemanusiaan.
(II) Kematian perdata

Di dalam negara-negara modern terbanyak kaidah hukum asing tentang kematian perdata akan dikesampingkan. Walaupun menurut kaidah HPI kita harus dipakai hukum nasional pihak-pihak yang bersangkutan, yang mengenal kematian perdata ini, maka kaidah asing ini tidak akan dipergunakan oleh hakim nasional kita.

(III) Larangan perkawinan Nazi Jerman

Pada waktu Nazi Jerman sebelum perang telah diadakan UU tahun 1931 yang melarang perkawinan antara apa yang dinamakan ”bangsa Aria” dengan orang-orang yang bukan Aria. Adanya larangan menikah berdasarkan ras dianggap oleh banyak negara tidak dapat diperlakukan karena melanggar Tibum.

Dalam praktek administrasi hukum di negara ini, pernah terjadi bahwa Kantor Catatan Sipil menyangsikan apakah larangan perkawinan Nazi Jerman ini tidak seharusnya dipakai juga apabila orang Jerman hendak menikah di sini.

Sudah jauh sebelum perang, Kollewijn sebagai guru besar dalam mata pelajaran hukum perselisihan pada waktu itu telah menjelaskan bahwa peraturan larangan perkawinan Nazi Jerman itu harus dianggap sebagai tidk berlaku di sini, karena adalah bertentangan dengan Tibum. Adanya larangan menikah berdasarkan ras ini, dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum positif yang tertera dalam pasal 7 ayat 2 peraturan perkawinan campuran (Gemengde Huwelijken Regeling S. 1898 no. 158), yang pada pokoknya menentukan bahwa perbedaan keturunan tidak dapat dijadikan penghalang untuk menikah.
Walaupun menurut kaidah-kaidah HPI kita sendiri harus dipakai hukum nasional (hukum Jerman), maka dalam hal yang khusus ini dianggap UU perkawinan Jerman ini adalah bertentangan dengan Tibum. Dengan demikian tidak dapat dipergunakannya walaupun menurut kaidah HPI kita sendiri untuk hal-hal sedemikian rupa ini personeel statuut harus dipergunakan hukum nasional dari orang asing bersangkutan..

(IV) Alasan–alasan perceraian
-. Keputusan PN Jakarta tahun 1953.

-. Penggugat perempuan Lie Kwie Hien menuntut perceraian dari suaminya Tjin Tjheuw Jie. Keduanya berkewarganegaraan RRC.
-. Mereka menikah di Purwakarta pada tahun 1950.

-. Penggugat kini minta perceraian dengan alasan dalam UU perkawinan RRC yang mulai berlaku mulai tanggal 1 Mei 1950.
-. Menurut pasal 17 dari UU tersebut dapat diminta perceraian, berdasarkan persetujuan bersama. 
-. Pihak penggugat mendalilkan bahwa karena mereka adalah WN RRC, maka sesuai dengan ketentuan HPI Indonesia sendiri, pasal 16 AB, maka secara analogis hukum perkawinan RRC inilah yang harus dipakai (prinsip nasionalitas).
-. Pihak penggugat sendiri telah mendalilkan bahwa hukum nasional asing ini akan dapat berlaku baginya di Indonesia kecuali kalau diaggap bertentangan dengan ketertiban umum. Mengenai hal ini jelas didalilkan sebagai berikut:

”Menurut tafsiran pasal 16 AB maka umumnya untuk warganegara asing yang berada di Indonesia berlaku hukum keluarga menjadi juga hukum mengenai perceraian ~ negara asing itu, terkecuali hukum negara asing itu bertentangan dengan Tibum yang berlaku di Indonesia”.

-. Soalnya kini ialah apakah pasal 17 dari UU perkawinan RRC, sepanjang memperkenankan perceraian hanya atas kehendak satu atau kedua belah pihak, dengan tidak didasarkan alasan lain misalnya perzinahan, bertentangan dengan Tibum, yang berlaku di Indonesia.
-. Menurut pendirian penggugat, bahwa mungkin diwaktu dahulu, dizaman Nederlands Indie pasal 17 dari UU perkawinan RRC ini tidak dapat dilaksanakan dalam wilayah Hindia Belanda. Hal ini disebabkan karena arti istilah ”ketertiban umum” juga dipengaruhi oleh kenyataan bahwa pada waktu Nederlands Indie dijajah oleh Nederland, ”Tibum” itu diukur dengan ukuran Belanda. Akan tetapi sejak RI menjadi negara yang merdeka dan berdaulat ”tibum” tidak dapat dipengaruhi lagi oleh asas-asas hukum Belanda, yang telah menjadi asas-asas hukum negara asing.
-. Penggugat menjelaskan lebih jauh bahwa konsepsi ”tibum” sekarang ini ialah bahwa negara RI untuk sebagian terbesar, yakni lebih dari separuhnya, terdiri atas orang-orang yang beragama Islam. Disini dijelaskan oleh penggugat, bahwa ”tibum” harus didasarkan atas asas-asas hukum yang berlaku untuk dan dijunjung tinggi oleh golongan warganegara terbesar itu.

-. Untuk mayoritas yang beragama Islam, perceraian antaranya dapat dicapai dengan talak, yakni tindakan dari pihak suami tidak perlu disertai dengan alasan.
-. Maka perceraian dengan tidak disertai dengan alasan seperti dikenal dalam pasal 17 UU perkawinan RRC yang baru, harus dipandang tidak bertentangan dengan tibum di Indonesia.

-. Penggugat menambahkan bahwa sejak dahulu kala ada praktek perceraian yang dikenal sebagai ”dusta yang besar”. Karena menurut kenyataan sudah sejak dahulu pasal 208 BW yang melarang perceraian atas persetujuan kedua belah pihak saja, merupakan huruf yang mati.

-. Pihak penggugatnya mendalilkan adanya perzinahan. Pihak tergugat yang lazimnya memakai kuasa yang sama dengan pihak penggugat, menyatakan di dalam sidang tidak akan mengadakan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat dengan menyerahkan segala sesuatu kepada kebijaksanaan hakim.

-. Maka hakim memutuskan, mengabulkan gugatan perceraian ini, karena dalam perkara perdata, jika salah satu pihak tidak melawan dianggap terbukti dalil dari pihak lain maka dapat dikabulkan gugatannya itu.

-. Jelaslah apa yang dikemukakan penggugat yaitu bahwa hukum yang seyogyanya dipakai berdasarkan kaidah-kaidah HPI negara kita sendirididalam hal tertentu perlu dikesampingkan karena dianggap melanggar asas-asas dan sendi-sendi masyarakat ”tibum”.

-. PN Jakarta dalam mengadili perkara ini juga sepaham dengan penggugat bahwa pasal 16 AB secara analogis menentukan bahwa untuk orang asing akan berlaku hukum nasionalnya, juga untuk perceraian. Akan tetapi dalil penggugat selanjutnya yang mengatakan bahwa UU perkawinan RRC mengenai perceraian atas dasar persetujuan bersama ini harus dianggap tidak bertentangan dengan ”tibum” dalam iklim kemerdekaan sekarang ini, karena mayoritas agama Islam kita mengenal lembaga talak yang berarti juga bercerai tanpa alasan, tidak dapat dipergunakan dalam hal sekarang ini.
-. Menurut pengadilan tidak boleh dilupakan di Indonesia berlaku aneka ragam hukum perdata untuk masing-masing golongan penduduk dan keaneka ragaman ini masih tetap umum ini diperhatikan seperti berlaku dalam golongan WNI keturunan Tionghoa.

-. Tidak seperti dikemukakan penggugat bahwa tibum ini harus dilihat untuk segenap warganegara RI dalam keseluruhannya. Justru untuk golongan hukum warganegara RI keturunan Tionghoa masih tetap berlaku hukum perdata seperti tertera dalam BW. Untuk perceraian berlaku pasal 207 dan seterusnya, termasuk pasal 208 BW.

-. Dalam hubungan ini PN menyebut karangan dari Kollewijn tentang larangan kawin orang Jerman, yaitu antara orang Aria dan bukan Aria dan catatan Wertheim pada Raad van Justite di Medan tahun 1939, dimana ditentukan bahwa juga orang Tionghoa asing turut diatur statusnya oleh lembaga pembedaan dalam golongan rakyat menurut pasal 163 IS.

-. Pengadilan beranggapan pasal 208 BW adalah bersifat tibum dan perceraian atas persetujuan kedua belah pihak saja tidak diperbolehkan.

-. Nyatalah dalam hubungan ini PN telah memperhatikan tibum seperti berlaku dalam ”hukum perdata intern” di Indonesia. Juga telah diperhatikannya segi-segi antargolongan dengan menunjuk kepada hukum perdata yang berlaku untuk golongan hukum tertentu.

-. Pihak penggugat sebaliknya meletakkan titik berat kepada segi antar agama dengan menunjuk kepada hukum perkawinan Islam yang berlaku untuk warganegara Indonesia dari golongan pribumi yang beragama Islam.

Dari contoh ini dapat kita lihat bahwa masalah tibum memang dapat berubah-ubah dan tergantung dari situasi dan kondisi. Konsepsi hukum tibum adalah hidup dan dinamis terpengaruh oleh tempat dan waktu. Konsepsi tibum selalu berubah-ubah seperti berubahnya pandangan-pandangan dan aliran-aliran yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan.

(V) Nasionalisasi tanpa gantirugi

Masalah tibum ini nampak pula dalam masalah pencabutan hak milik yang tidak diserta gantirugi (istilahnya adalah konfiskasi). Persoalannya ialah apakah benda-benda yang hak miliknya dicabut ini sungguh-sungguh beralih kepada negara yang melakukan pencabutan itu atau masih tetap menjadi hak milik dari pemilik-pemilik yang lama.

Yurisprudensi yang berkenaan dengan persoalan tembakau Indonesia yang diexport untuk dilelang di pasaran Bremen. Banyak pengusaha yang telah dinasionalisir oleh pemerintah RI mengadakan tuntutan di hadapan hakim perdata di Bremen supaya hak mereka atas tembakau dipulihkan.
Persoalan yang dihadapi apakah nasionalisasi atas milik Belanda yang telah dilakukan oleh pemerintah RI adalah bertentangan dengan tibum di Jerman. Dalam hukum Jerman Barat hak milik dijunjung tinggi. Dalam sistem hukum Jerman inipun dikenal ketentuan bahwa nasionalisasi hanya sah adanya jika disertai dengan gantirugi. Apabila belum dibayar gantirugi ini seperti telah dilakukan oleh pemerintah RI dengan milik Belanda yang pada saat diajukannya perkara tembakau di Bremen ini belum dibayar. Para pengusaha Belanda mengklaim tembakau mereka kembali dihadapan Pengadilan di Bremen dan mengemukakan bahwa tindakan nasionalisasi yang dilakukan di Indonesia harus dianggap tidak berlaku, bertentangan dengan tibum dari HPI Jerman.

Oleh Pengadilan dianggap bahwa masalah tibum ini tidak dapat dipergunakan. Ketentuan RI dianggap tidak bertentangan tibum di Jerman, karena tidak terpenuhinya syarat ”inlandsbeziehungen” (hubungan dengan keadaan dalam negeri sendiri).

2. Tibum dipakai seirit mungkin

Hanya diperlukan sekali, sebagi ”ultimum remedium” boleh dipakainya ini. Jika terlalu banyak dipergunakan lembaga tibum ini, kita bisa di cap sebagai menganut ”rechts-farizeisme”.
Janganlah dipakai secara berlebih-lebihan dan janganlah dicemoohkan hukum negara lain yang agak menyimpang dari kaidah-kaidah kita sendiri. Dalam hubungan ini dapat kita melihat pendapat: ”We are not so provincial as to say that every solution of a problem is wrong because we deal it other-wise at home”. Jika kita terlalu cepat memakai lebaga tibum, akibatnya ialah hanya pakai hukum sendiri. Maka kita ini memperlihatkan sikap “Jurustischen Chauvinismus” dan “Nationaler Eitelkeit”. Kita bersikap terlalu mengagung-agungkan, mendewa-dewakan hukum sendiri secara Chauvinistis yang tentunya tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hubungan internasional.

Sifat dari lembaga tibum memang hanya sebagai rem darurat. Mendewa-dewakan hukum sendiri, karena selalu hendak memakainya, karena menganggap segala sesuatunya yang berlainan dari hukum sendiri sudah melanggar tibum, adalah sifat hukum Parisi (rechts-farizeisme) atau chauvinisme yuridis.
3. Perumusan

Dengan istilah tibum ini hendak diartikan lambaga dalam HPI yang memungkinkan sang hakim untuk secara pengecualian mengenyampingkan pemakaian dari hukum asing, yang menurut ketentuan HPI sang hakim sendiri, seyogyanya harus diperlakukan. Tidak dipakainya hukum asing dalam hal yang khusus ini disebabkan karena hukum asing ini dipandang demikian menyolok dan memberi ”shock” (kegoncangan) kepada sendi-sendi asasi daripada sistem hukum sendiri jika dipergunakan.

4. Ketertiban umum internasional dan intern

Apa yang dinamakan tibum internasional adalah kaidah-kaidah yang bermaksud untuk melindungi kesejahteraan negara dalam keseluruhannya. Perlindungan dari masyarakat pada umumnya. Kaidah-kaidah ini membatasi kekuatan extra territorial dari kaidah-kaidah asing. Kaidah-kaidah yang termasuk tibum intern sebaliknya adalah kaidah-kaidah yang hanya membatasi kebebasan perseorangan.
5. Contoh

Kaidah-kaidah yang dinamakan termasuk tibum intern misalnya kaidah hukum perdata yang mengenai batas umur atau derajat kekeluargaan berkenaan dengan perkawinan. Kaidah-kaidah ini dianggap bersifat tibum intern, karena hanya pertama-tama mengenai perseorangan pribadi dan bukan mengenai negara pada umumnya. Contoh lain berkenaan dengan hal ini dapat menjelaskan. Arminjon menceritakan tentang seorang Mesir yang beragama Islam di Prancis dan dianggap sudah dewasa pada usia 18 tahun, oleh karena hukum nasionalnya menentukan demikian. Walaupun menurut hukum perdata Prancis baru dewasa bila sudah mencapai usia 21 tahun. Tidak ada perbuatan hukum atau perjanjian yang dapat mengubah batas kedewasaan ini. Kaidah-kaidah hukum perdata Prancis mengenai kedewasaan hanya termasuk ”ketertiban umum intern” dan tidak bersifat ”internasional”. Jadi tidak dianggap cukup kuat untuk dapat berlaku dalam hubungan internasional. Sebaliknya seorang laki Mesir beragama Islam tidak akan dapat diperkenankan untuk menikah dengan seorang istri kedua di Prancis, walaupun hukum nasionalnya memperkenankan hal itu. Ini disebabkan karena hukum Prancis melarang poligami dan ini dianggap termasuk bidang ”orde public international”.
Apabila kita membandingkan antara kedua macam tibum ini, dapat dikatakan bahwa ”tibum internasional” mempunyai bidang kekuatan berlaku secara pengecualian dan jauh lebih kecil bidang ini daripada ”tibum nasional”.

6. Skema

Dapat diberi lukisan daripada kedua macam ketertiban umum ini yang bisa diibaratkan sebagai ”dua lingkaran konsentris”, dari mana yang internasional mempunyai straal yang lebih kecil daripada yang nasional ”twee concentrische circles, van welke de internationale kleiner straal heeft da de nationale”.
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7. Ketertiban umum internasional adalah ”nasional”

Terhadap istilah ”tibum internasional” terdengar kecaman karena sesungguhnya yang dikehendaki bukan untuk menjelaskan bahwa tibum ini bersifat internasional, tetapi sesungguhnya bahwa tibum sifatnya tidak lain daripada ”nasional”. Hanya hubungan-hubungannyalah yang dianggap internasional, hanya suasananya yang internasional. Sedangkan sumber dan isi makna tibum ini adalah nasional belaka. Seorang penulis telah mengatakan bahwa yang dinamakan internationale openbare orde dan hukum perdata internasional sesungguhnya mempunyai satu sifat bersamaan; kedua-duanya bukan internasional, tetapi nasional. Tidak ada suatu tibum yang supra nasional.

Jadi tiap negara mempunyai tibum internasional atau ”tibum extern-nya” sendiri, RI mempunyai tibum extern Indonesia, Prancis mempunyai tibum extern Prancis, Polandia mempunyai tibum extern Polandia sendiri, dan sebagainya. Ketertiban umum bersifat relatif. Tergantung daripada faktor-faktor tempat dan waktu, dengan istilah yang sekarang sering dipergunakan di negara kita tergantung daripada situasi dan kondisi.

8. Ketertiban umum berubah menurut situasi dan kondisi

Harus juga di ingat adanya faktor intensitas dari peristiwa bersangkutan dalam hubungannya dengan keadaannya di dalam negeri. Para sarjana Jerman menyebut dalam hubungan ini apa yang dipandang mereka sebagai ”Inlandsbeziehungen”.

Beberapa contoh kiranya dapat menjelaskan hal ini.

(I) Perceraian

Di Prancis dapat kita saksikan perkembangan tertentu sekitar masalah perceraian. Apakah mungkin atau tidak perceraian ii selalu berubah-ubah. Sebelum 1884 perceraian tidak dikenal di Prancis. Waktu itu orang-orang asing yang berada di Prancis tidak dapat bercerai, tetapi setelah 1884 pendirian mengenai perceraian ini berubah. Maka setelah 1884 orang asing di Prancis boleh juga bercerai. Pengertian tibum berubah pula. Ini adalah contoh variabilitas tibum yang terpengaruh oleh faktor waktu.

Contoh lain berkenaan dengan perceraian yang terpengaruh oleh faktor tempat. Di Italia sebelum adanya perubahan beberapa waktu berselang, tidak dikenal perceraian menurut hukum perdata Italia. Orang asing yang berada di Italia tidak akan dapat bercerai. Hal ini dianggap termasuk tibum extern di negara itu. Akan tetapi di negara-negara tetangga seperti di Prancis dan Jerman, dapatlah orang-orang asing ini melakukan perceraian. Ini adalah contoh pengaruhnya faktor tempat atas konsepsi tibum.

Demikian tepatlah apa yang telah dikemukakan oleh Van Brakel dalam hubungan ini: ”Setiap negara dan tiap waktu mempunyai ketertiban umumnya sendiri”.

(II) Konsepsi hak milik pribadi
Konsepsi tentang hak milik pribadi (privat eigendom) berbeda-beda. Di negara X masih dipegang teguh hak milik ini sebagai suatu yang merupakan hak yang suci. Akan tetapi di negara Y hak milik ini sudah dianggap tidak demikian kuat adanya. Konsepsi mengenai hak milik berubah, fungsi sosialnya dikedepankan. Dalam hal ini dapat kita bandingkan, misalnya pasal 33 UUD 1945, dan pasal 6 UU Pokok Agraria di negara kita sendiri yang mengedepankan bahwa hak milik adalah fungsi sosial.
Hal ini adalah selaras dengan konsepsi hukum pada umumnya. Hukum memang merupakan sesuatu sistem yang hidup, bukan sesuatu benda mati. Karena sifatnya yang hidup ini hukum tidak statis melainkan dinamis. Karenanya, selalu berubah-ubah pandangan-pandangannya yang hidup dari masa ke masa dan dari tempat ke tempat.

Demikian pula konsepsi-konsepsi Tibum, berubah-ubah pula tergantung pada situasi dan kondisi, tempat dan waktu.

(III) Yurisprudensi tentang pencabutan hak milik

Sesuai pula dengan konsepsi berkenaan dengan hak milik dan fungsinya kita saksikan adanya sikap yurisprudensi yang berbeda berkenaan dengan masalah pencabutan hak milik.
Peristiwa pencabutan hak milik selalu mempunyai hubungan dikemukakan dalam rangka pembahasan Tibum. Dalam berbagai causes celebres seperti misalnya Luther V. Sagor. Princess Paley Olga V. Weiss. Lorentzen V. Van Lydden & Co. Potassas Ibericas, kita saksikan selalu adanya persoalan apakah pencabutan hak milik di luar negeri tanpa disertai ganti-rugi, harus dianggap melanggar Tibum sang hakim dan karenanya harus dikesampingkan.

Di dalam yurisprudensi ini kita melihat pendapat yang menyolok antara para hakim di Inggris. Mereka ini pada umumnya menganggap pencabutan hak milik tanpa ganti-rugi tidak melanggar tibum, bilamana negara yang melakukan perbuatan itu adalah negara yang diakui secara resmi oleh Inggris (Act of the State Doctrine). Para hakim Prancis sebaliknya menganggap perbuatan serupa itu adalah melanggar tibum. Dari perbedaan ini dapat kita saksikan adanya perbedaan konsepsi Tibum karena pengaruhnya faktor tempat dan waktu, situasi dan kondisi.
Para hakim di Nederland ternyata berbeda pula dalam apresiasi mereka mengenai apakah Tibum Belanda melanggar atau tidak. Jika kepentingan Belanda tidak turut bicara (misalnya berkenaan dengan Nasionalisasi Minyak oleh Mexico), maka hakim Belanda tidak lekas menganggap tindakkan pencabutan hak milik yang tidak disertai ganti-rugi secara ”promt, adequate dan effective” sebagai bertentangan dengan Tibum. Tetapi sebaliknya, jika kepentingan Belanda turut bicara, maka kita melihat sikap yang berlainan. Misalnya dalam menghadapi persoalan pencabutan hak milik telah dilakukan oleh RI terhadap milik Indonesia. Disini kita melihat betapa besar peranan dari faktor intensitas ”Inlandsbeziehungen” dalam kedudukan apakah suatu perbuatan adalah melanggar Tibum atau tidak.

9. Perumusan ketertiban umum dalam berbagai ketentuan-ketentuan HPI tertulis dari berbagai negara
Di berbagai negara di dunia ini kita saksikan adanya perumusan-perumusan tentang konsepsi HPI. Bagi kami perumusan yang telah dipergunakan dalam UU HPI Jepang, yang pada pokoknya mencontoh dari HPI Jerman adalah yang sebaiknya dapat dijadikan contoh untuk peraturan tertulis tentang Tibum dalam sesuatu UU HPI yang kiranya akan dibuat oleh negara kita sendiri. Perumusan yang terdapat di dalam UU HPI Jepang ini adalah cukup sederhana tapi jelas. Kesederhanaan dan kejelasan ini merupakan hal-hal yang sesungguhnya juga harus dijadikan pegangan dalam konsep-konsep daripada pembaharuan hukum nasional oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional kita.
Perumusan dalam UU HPI Jepang dari tanggal 21 Juni 1898, yang mengikuti HPI Jerman (EGBGB), pasal terakhir (30)  menentukan Tibum ini. Menurut pasal 30 itu kaidah-kaidah asing yang sebenarnya harus diperlakukan, tidak akan dipergunakan bilamana pemakaiannya akan melanggar Tibum atau kesusilaan baik.

Bagi kita sendiri jika dianggap perlu untuk menentukan perumusan daripada istilah Tibum ini oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami usulkan sebagai berikut:

Kaidah-kaidah hukum asing yang sebenarnya harus diperlakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum perdata Internasional Indonesia, tidak akan dipergunakan, bilamana kaidah-kaidah tersebut bertentangan dengan ”ketertiban umum” dan ”kesusilaan baik”.
10. Contoh lain Ketertiban Umum mengenai ”Ganti rugi karena janji untuk kawin”

Persoalan yang seringkali timbul dalam bacaan hukum tentang ketertiban umum adalah ketentuan yang terdapat dalam berbagai sistem perkawinan berkenaan dengan ada tidaknya hak untuk menuntut ganti rugi apabila perjanjian untuk menikah telah diputuskan. Dalam hukum Jerman dikenal ketentuan semacam itu.

Apabila terjadi perkara antara orang-orang Jerman di Nederland dan dasar gugatan mereka ini berpokok pangkal kepada ketentuan hukum perdata Jerman yang mengenal pemberian ganti rugi untuk pemutusan janji untuk kawin ini, hakim Belanda dalam peristiwa sedemikian menurut HPI Belanda sendiri akan mempergunakan hukum nasional Jerman sebagai yang mengatur hal ini. Akan tetapi tuntutan ganti rugi semacam ini tidak akan dapat berhasil, karena harus dianggap bertentangan dengan ketentuan yang tertera dalam pasal 113 BW (58 BW Indonesia). Menurut pasal ini ”janji” kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut di muka hakim akan berlangsungnya perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi, dan bungan, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya; segala persetujuan untuk ganti-rugi dalam hal ini adalah batal.
Menurut pandangan yang umum diterima ketentuan tersebut ketertiban umum. Kebebasan seratus persen dari para mempelai untuk menikah atau tidak adalah salah satu sendi daripada sistem perkawinan menurut anggapan pembuat undang-undang perdata di Nederland. Oleh karena itu, dalam hal yang khusus mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak dipegangnya janji kawin ini, hakim Jerman, oleh karena ketentuan dalam pasal 113 BW Nederland ini dianggap bersifat ”van openbare orde”.

Dalam hubungan ini menarik putusan Mahkamah Agung yang menentukan bahwa perjanjian untuk kawin dapat membawa kewajiban membayar ganti kerugian apabila diputuskan. (Bdgk. Putusan M.A. Reg. No. 3191K/Pdt tanggal 8 Februari 1986). 
